SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA

Menimbang :

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan

C.

dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, perlu
dilaksanakan penyesuaian penghasilan tetap dan tunjangan
lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu disesuaikan dengan

perkembangan maka perlu diubah;



Mengingat

-0 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



5.

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
83);

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2018 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2019 Nomor 70);



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan

Perangkat Desa lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa,

dengan ketentuan:

a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit
Rp2.620.800,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu
delapan ratus rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang
I1/a;

b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit
Rp2.402.400,00 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus
rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji
pokok golongan ruang II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling
sedikit Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh
empat ribu rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji

pokok golongan ruang II/a.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI LUMAJANG,
ttd.
INDAH AMPERAWATI
Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 9



